
Menimbang 

Menginpt 

WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH 

KOTA MADIUN TAHON 2019-2024 

WALIKOTA MADWN, 

a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah 

Dok:umen Perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) 

Tahun yang bertujuan untuk mempertajarn visi dan misi 

serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2019-2024; 

b. bahwa berdasarkan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

ditetapkan dengan Peraturan W alikota Madiun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang; 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2020; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020; 

23. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

24. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2020; 

25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota 

Madiun Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Daerah; 
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27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 

Tahun 2010-2030; 

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 201 7 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Madiun Tahun 2019-2024; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2019-2024. 

Pasal 1 

Menetapkan Rencana Strategi.s Perangkat Daerah Kata Madiun 

Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal2 

Rencana Strategi.s Perangkat Daerah Kata Madiun 

Tahun 2019-2024 sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 

disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Madiun 

Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi 

capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Jangk.a Menengah Daerah Kata Madiun Tahun 2019-2024 yang 

dilaksanakan bersama stakeholders. 

Pasal 3 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun 

Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

merupakan acuan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tiap 

Tahun. 
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Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlalru oada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiao orang mengetahuinva, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Macliun. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 30 Ju ni 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2020 NOMOR 27 /G 

Ditetaokan di M A D I U N 

pada tanggal 30 Ju ni 2020 

WALIKOTA MADIUN , 

ttd 

Ors. H. MAIDI , SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

ris Daerah 



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 27 TAHUN 2020 
TANGGAL: 30 Juni 2020 

A. SEKRETARIATDAERAH 

I.Latar Belakang 

RENCANA STRATEGIS 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN 

T AHUN 2019-2024 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan 

dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen 

perencanaan Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk menyempurnakan 

sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 

5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra 

memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/ kegiatan serta 

indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang 

dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

Sekretariat Daerah Kota Madiun. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja 

Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

setiap tahun 

11.Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai tindak lanjut telah 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 

2019-2024. 

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kota Madiun Tahun 2019-2024 : 

1. memberikan garnbaran, informasi sasaran strategis, perma.salahan dan 

kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah; 
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2. menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman 

tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan; 

3. sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta 

kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program 

dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

I. Tugas Pokok 

1. Sekretaris Daerah 

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat, 

Dinas, Badan, Satpol PP dan Kecamatan. 

2. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekda dalam 

melakukan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan 

pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi 

pembangunan, serta perumusan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk 

teknis pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penyelenggaraan 

kerjasama daerah, dan pembinaan kecamatan serta penyiapan bahan 

dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

b. Bagian Administrasi Pembangunan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan 

pembinaan dalam rangka pengendalian administrasi pengadaan 

barang dan jasa, evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

c. Bagian Hukum 

Mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan 

perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, 

mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan bantuan 

hukum dan penyuluhan hukum. 

3. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekda dalam melakukan 

pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan di bidang umum, 

organisasi, administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

a. Bagian Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, keuangan 

Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, 

perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah. 
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b. Bagian Organisasi 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan kelembagaan, analisa dan formasi jabatan, 

ketatalaksanan dan pengembangan kinerja. 

c. Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 

Mempunyai tugas membantu Sekda dalam melaksanakan koordinasi, 

pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan 

prasaran BUMD dan pemberdayaan perekonomian serta 

melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat. 

4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas: 

1. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan bidang pemerintahan hukum, dan 

politik kepada W alikota; 

2. mewakili Kepala Daerah dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang 

pemerintahan hukum dan politik, sekaligus membantu Kepala Daerah 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud; 

3 . mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam 

perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) sesuai bidang pemerintahan hukum dan 

politik;dan 

4. dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sesuai bidang pemerintahan, hukum dan politik. 

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas: 

1. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan bidang pemerintahan hukum, dan 

politik kepada Walikota; 

2. mewakili Kepala Daerah dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang 

pemerintahan hukum dan politik, sekaligus membantu Kepala Daerah 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud; 
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3. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam 

perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) sesuai bidang pemerintahan hukum dan 

politik;dan 

4. dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sesuai bidang pemerintahan, hukum dan politik. 

6. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, 

mempunyai tugas : 

1. menelaah dan memberikan rekomendasi hasil analisis isu-isu 

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan bidang sumber daya manusia dan 

kesejahteraan rakyat kepada Walikota; 

2. mewakili Kepala Daerah dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang sumber 

daya manusia dan kesejahteraan rakyat, sekaligus membantu Kepala 

Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan 

dimaksud; 

3. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam 

perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) sesuai bidang sumber daya manusia dan 

kesejahteraan rakyat; dan 

4. dapat ditugaskan dalam tim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sesuai bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. 

Fungsi 

1. Sekretariat Daerah 

• pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

• pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat, Dinas, Badan dan 

Kecamatan; 

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

• pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi daerah; dan 

• pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberkan oleh 

Walikota 

2. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 

• perumusan bahan kebijakan program dan petunjuk teknis serta 

memantau penyelenggaraan di bidang administrasi pemerintah, 

adminstrasi pembangunan, serta perumusan peraturan perundang

undangan; 
























































































